GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah dan Pasal 177 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh
persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang
diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke
dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada
Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023;



Mengingat

C.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);



6.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 69 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6780);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5107);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  Tentang  Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.



10.

11.

12.

Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar

Rp6.330.973.661.504 (Enam Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Milyar Sembilan Ratus

Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat
Rupiah) bertambah sebesar Rp736.416.271.245 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam

Milyar Empat Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus
Empat Puluh Lima Rupiah) sehingga menjadi Rp7.067.389.932.749 (Tujuh Triliun

Enam Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus

Tiga Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian

sebagai berikut:

1.

Pendapatan Daerah

a. Semula Rp6.011.832.660.332
b. Bertambah/(berkurang) Rp 342.789.173.882
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp6.354.621.834.214

Belanja Daerah

a. Semula Rp6.280.973.661.504
b. Bertambah/(berkurang) Rp 736.416.271.245
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp7.017.389.932.749




3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp 319.141.001.172
2) Bertambah/(berkurang) Rp 393.627.097.363

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 712.768.098.535

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 50.000.000.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp  50.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 662.768.098.535

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0
Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber
dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp3.029.176.056.332

2) Bertambah/(berkurang) Rp 229.797.868.192

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp3.258.973.924.524
b. Pendapatan Transfer

1) Semula Rp2.926.169.910.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 108.947.184.690

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp3.035.117.094.690
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 56.486.694.000

2) Bertambah/(berkurang) Rp 4.044.121.000

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp 60.530.815.000

Pasal 4
(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp2.583.486.493.965
2) Bertambah/(berkurang) Rp 130.319.399.886
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.713.805.893.851




b.

Retribusi Daerah

1) Semula Rp 11.941.470.000
2) Bertambah /(berkurang) Rp 1.510.133.000
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp 13.451.603.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula Rp 120.344.680.092
2) Bertambah /(berkurang) Rp 620.348.236
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah
perubahan Rp 120.965.028.328
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

1) Semula Rp 313.403.412.275
2) Bertambah /(berkurang) Rp 97.347.987.070

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan
Rp 410.751.399.345

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber

dari:

a.

Transfer Pemerintah Pusat
1) Semula Rp2.926.169.910.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 108.947.184.690

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp3.035.117.094.690

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢, bersumber dari:

a.

Pendapatan Hibah

1) Semula Rp 56.486.694.000

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 4.044.121.000

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp 60.530.815.000
Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp3.595.286.646.521

2) Bertambah/(berkurang) Rp 544.730.996.915

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp4.140.017.643.436
b. Belanja Modal

1) Semula Rp1.375.288.294.883

2) Bertambah/(berkurang) Rp 101.723.444.123

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp1.477.011.739.006



c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
d. Belanja Transfer

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Pasal 6

Rp 30.000.000.000
(Rp_ 20.533.986.624)

Rp 9.466.013.376

Rp1.280.398.720.100
Rp 110.495.816.831

Rp1.390.894.536.931

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan
c. Belanja Hibah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan
d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula

2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp1.689.409.075.584
Rp 6.581.602.795
Rp1.695.990.678.379

Rp1.664.847.643.832
Rp 391.901.337.310
Rp2.056.748.981.142

Rp 240.372.000.166
Rp 146.118.056.810
Rp 386.490.056.976

Rp 657.926.939
Rp 130.000.000
Rp 787.926.939

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah Dbelanja modal peralatan dan mesin

Rp 34.189.000
(Rp 34.189.000)
Rp 0

Rp 229.446.383.643
Rp 35.359.249.764

setelah  perubahan

Rp 264.805.633.407



Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1) Semula Rp 409.693.680.062
2) Bertambah /(berkurang) Rp 41.688.347.837

Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan
Rp 451.382.027.899

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

1) Semula Rp 714.211.802.909

2) Bertambah/(berkurang) Rp 24.425.196.372

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan
Rp 738.636.999.281

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula Rp 18.832.881.619

2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 149.000.000)

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
Rp 18.683.881.619

Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula Rp 3.069.357.650

2) Bertambah /(berkurang) Rp 433.839.150

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan

Rp 3.503.196.800

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 30.000.000.000
2) Bertambah /(berkurang) (Rp  20.533.986.624)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 9.466.013.376

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp1.218.793.720.100
2) Bertambah /(berkurang) Rp 61.166.832.831
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.279.960.552.931
Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 61.605.000.000
2) Bertambah /(berkurang) Rp 49.328.984.000

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 110.933.984.000



Pasal 7
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp 319.141.001.172
2) Bertambah/(berkurang) Rp 393.627.097.363
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 712.768.098.535
b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 50.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 50.000.000.000
Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri

atas:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp 319.141.001.172
2) Bertambah /(berkurang) Rp 393.627.097.363

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah

perubahan Rp 712.768.098.535

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri

atas:

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 50.000.000.000

2) Bertambah /(berkurang) Rp

0

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp  50.000.000.000

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan

Gubernur, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum

tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar

biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan

publik.



(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya,

serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan

kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1. Lampiran I

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta
Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
prioritas Daerah;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;



12. Lampiran XII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran IV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum
Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran yang Direncanakan;

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11
Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional

pelaksanaan APBD.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak,
pada tanggal 31 Oktober 2023

/ HARISSON

Diundangkan di Pontianak,
Pada tanggal 31 Oktober 2023
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Lampiran | : Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat

Nomor  : 6 Tahun 2023
Tanggal : 31 Oktober 2023
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 3.029.176.056.332 3.258.973.924.524 229.797.868.192 8%
4.1.01 Pajak Daerah 2.583.486.493.965 2.713.805.893.851 130.319.399.886 5%
4.1.02 Retribusi Daerah 11.941.470.000 13.451.603.000 1.510.133.000 13%
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 120.344.680.092 120.965.028.328 620.348.236 1%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 313.403.412.275 410.751.399.345 97.347.987.070 31%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 2.926.169.910.000 3.035.117.094.690 108.947.184.690 4%
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2.926.169.910.000 3.035.117.094.690 108.947.184.690 4%
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 56.486.694.000 60.530.815.000 4.044.121.000 7%
43.01 Pendapatan Hibah 56.486.694.000 60.530.815.000 4.044.121.000 7%

Jumlah Pendapatan 6.011.832.660.332 6.354.621.834.214 342.789.173.882 6 %
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 3.595.286.646.521 4.140.017.643.436 544.730.996.915 15 %
5.1.01 Belanja Pegawai 1.689.409.075.584 1.695.990.678.379 6.581.602.795 0%
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1.664.847.643.832 2.056.748.981.142 391.901.337.310 24 %
5.1.05 Belanja Hibah 240.372.000.166 386.490.056.976 146.118.056.810 61 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 657.926.939 787.926.939 130.000.000 20 %
5.2 BELANJA MODAL 1.375.288.294.883 1.477.011.739.006 101.723.444.123 7%
5.2.01 Belanja Modal Tanah 34.189.000 0 (34.189.000) 100 %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 229.446.383.643 264.805.633.407 35.359.249.764 15 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 409.693.680.062 451.382.027.899 41.688.347.837 10 %
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 714.211.802.909 738.636.999.281 24.425.196.372 3%
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 18.832.881.619 18.683.881.619 (149.000.000) 1%
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 3.069.357.650 3.503.196.800 433.839.150 14 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 30.000.000.000 9.466.013.376 (20.533.986.624) 68 %
5.3.01 Belanja Tidak Terduga 30.000.000.000 9.466.013.376 (20.533.986.624) 68 %
5.4 BELANJA TRANSFER 1.280.398.720.100 1.390.894.536.931 110.495.816.831 9 %




Lampiran |
Kalimantan Barat

. Peraturan Daerah Provinsi

Nomor 6 Tahun 2023
Tanggal 31 Oktober 2023
PROVINS!I KALIMANTAN BARAT
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Kode Uraian
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.218.793.720.100 1.279.960.552.931 61.166.832.831 5%
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 61.605.000.000 110.933.984.000 49.328.984.000 80 %
Jumlah Belanja 6.280.973.661.504 7.017.389.932.749 736.416.271.245 12%
Total Surplus/(Defisit) (269.141.001.172) (662.768.098.535) (393.627.097.363) -146 %

6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 319.141.001.172 712.768.098.535 393.627.097.363 123 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 319.141.001.172 712.768.098.535 393.627.097.363 123 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 319.141.001.172 712.768.098.535 393.627.097.363 123 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 50.000.000.000 50.000.000.000 0 0%
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 50.000.000.000 50.000.000.000 0 0%
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 50.000.000.000 50.000.000.000 0 0%
Pembiayaan Netto 269.141.001.172 662.768.098.535 393.627.097.363 146 %
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 0 (0) 0%
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